1 - Analisis Ushul Figh Terhadap Dasar Hukum Mudharabah dalam Al-Qur’an dan Hadis

GERECHTIKEIT JOURNAL

Vol 01, No. 02, 2025, pp. 01-12

https://journal.inacexter.com/index.php/gerechtikieit
©International Academic Research Center

Analisis Ushul Figh Terhadap Dasar Hukum Mudharabah dalam
Al-Qur’an dan Hadis

Mohammad Albi, BA * 1.2, Zulbaidah, 2b, Dadang Syaripudin,3 ¢

123 JIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 40614, Indonesia
a mohammadalbi4@gmail.com*; b zulbaidah@uinsgd.ac.id; ¢abahzia2013@gmail.com
* Corresponding Author
Nomor Handphone : 082135776700

Abstract: Studi ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum akad mudharabah dalam perspektif Ushul Figh
dengan merujuk pada dalil Al-Qur’an dan Hadis. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif melalui analisis
ushuliyyah istinbat al-hukm. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa Al-Qur'an, sebagai sumber utama, pada
QS. Al-Muzzammil: 20 terdapat keumuman ayat muamalah maliyah lalu dideduksi pada teks secara implisit,
kemudian dijelaskan secara aplikatif oleh Hadis. Hadis taqriri yaitu pengakuan Nabi terhadap praktik
mudharabah berfungsi sebagai bayan mujmal yaitu penjelas terhadap keumuman dalil pada Al-Qur’an, dalam hal
ini Hadi$ sebagai pembuat hukum baru yang tidak termuat secara ekspilisit pada Al-Quran. Analisis Ushul Figh
mengindikasikan bahwa kedua akad ini termasuk kategori mu‘amalat maliyah ghayr ta‘abbudiyyah, yang
hukumnya ditetapkan berdasarkan kaidah al-asl fi al-mu‘amalat al-ibahah dan taqir nabi hujjah qouluhu wa
fi'luhu sehingga kedua akad ini dinilai boleh dalam praktik hukumnya.
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Pendahuluan
1. Latar Belakang

Islam dipahami sebagai suatu sistem kehidupan yang menyeluruh, yang tidak hanya mengatur
dimensi ibadah ritual, tetapi juga mencakup aspek muamalah, termasuk aktivitas ekonomi. Dalam
kerangka ekonomi Islam, prinsip keadilan dan kerja sama menjadi fondasi utama dalam upaya
memperoleh keuntungan tanpa melahirkan unsur kezaliman. Berangkat dari prinsip tersebut, akad
mudharabah dan musyarakah merepresentasikan model kerja sama ekonomi yang bertumpu pada
kepercayaan serta mekanisme pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional (Sahban, t.t.).
Kedua akad ini telah dikenal dan dipraktikkan sejak masa Rasulullah # sebagai instrumen produktif
dalam pengelolaan harta dan penguatan struktur ekonomi umat. Oleh sebab itu, pemahaman yang
komprehensif terhadap dasar-dasar hukum kedua akad tersebut menjadi krusial agar
implementasinya senantiasa sejalan dengan nilai-nilai dan ketentuan syariah (Suherli dkk., 2025a).

Dalam kerangka Ushul Figh, penetapan hukum suatu akad harus bertumpu pada sumber-sumber
syariat yang otoritatif, yakni Al-Qur’an, Hadis, ijma‘, dan giyas. Al-Qur’an menempati posisi sebagai
sumber utama yang memuat kaidah-kaidah umum, sedangkan Hadi$ berfungsi untuk menjelaskan,
menegaskan, serta merinci ayat-ayat yang masih bersifat global. Dalam ranah hukum muamalah,
relasi antara Al-Qur'an dan Hadi$ tidak bersifat terpisah atau saling menegasikan, melainkan
membentuk kesatuan yang saling melengkapi dalam mengungkap tujuan dan kehendak syariat.
Dengan demikian, pembahasan mengenai akad mudharabah dan musyarakah menuntut pendekatan
Ushul Figh yang mendalam agar penetapan hukumnya benar-benar selaras dengan prinsip dan
substansi hukum Islam. (Arofiani Mutmainah dkk., 2025).

Akad mudharabah dipahami sebagai pola kerja sama antara pemilik dana (sahib al-mal) dan
pihak pengelola usaha (mudharib), di mana pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan
kesepakatan bersama, sedangkan risiko kerugian secara prinsip ditanggung oleh pemilik modal,
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kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran dari pengelola. Adapun
musyarakah merupakan bentuk kemitraan usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, dengan
masing-masing pihak menyertakan modal serta menanggung keuntungan dan kerugian secara
seimbang sesuai porsi kontribusinya (Sahban, t.t.). Kedua akad tersebut merefleksikan nilai keadilan,
kebersamaan, dan kemitraan yang menjadi fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam. Meskipun
demikian, dalam konteks praktik modern, masih dijumpai beragam perbedaan pandangan terkait
penerapan teknis dan batasan hukum kedua akad tersebut. (Ghozali & Kurniawan, 2017). Oleh
karena itu, penelusuran terhadap dasar hukum kedua akad ini dari sumber aslinya menjadi relevan.

Dalam Al-Qur’an, tidak ditemukan ayat yang secara eksplisit menyebut istilah mudharabah atau
musyarakah, namun terdapat banyak ayat yang memberikan legitimasi terhadap prinsip kerja sama
dan perdagangan. Misalnya, QS. Al-Muzzammil: 20 mengakui kegiatan ekonomi dan perjalanan
usaha sebagai bagian dari aktivitas manusia yang dibenarkan syariat(Abduroman, 2022). Begitu pula
QS. Sad: 24 yang menyinggung aspek keadilan dalam kemitraan (syirkah) dan bahaya kezaliman
antar pihak(Rosidah dkk., 2025). Ayat-ayat ini menjadi dasar bagi para ulama Ushul Figh untuk
melakukan istinbat al-hukm, yaitu penarikan hukum melalui metode penalaran terhadap makna-
makna syari. Pendekatan ini menunjukkan betapa luasnya cakupan syariat dalam mengatur
kehidupan manusia tanpa kehilangan prinsip dasarnya.

Hadi$ memegang peranan strategis dalam menegaskan sekaligus merinci prinsip-prinsip hukum
yang telah digariskan secara umum dalam Al-Qur’an. Sejumlah riwayat menegaskan bahwa
Rasulullah # tidak hanya memberikan kebolehan, tetapi juga terlibat langsung dalam praktik akad
mudharabah, sebagaimana kerja sama bisnis beliau dengan Khadijah r.a. Hadis-hadis yang bersifat
taqriri, yaitu persetujuan Nabi terhadap praktik para sahabat tanpa disertai penolakan, menjadi
indikator kuat atas legitimasi syar‘i terhadap model kerja sama tersebut. Di samping itu, hadis qudsi
yang menyatakan, “Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya
tidak berkhianat kepada yang lain,” memuat pesan teologis dan normatif mengenai pentingnya
amanah dan tanggung jawab dalam kemitraan. Dengan demikian, Hadi$ berfungsi sebagai bayan
tafsili yang memperjelas dan mengoperasionalkan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam Al-
Qur’an (Maryani, 2018).

Dari perspektif Ushul Figh, penetapan hukum akad mudharabah dan musyarakah berpijak pada
kaidah: ) o ] )
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Artinya: “Hukum asal dalam seluruh bentuk muamalah adalah boleh, sampai terdapat dalil yang
menunjukkan keharamannya.”

Kaidah ini menegaskan bahwa pada dasarnya seluruh bentuk muamalah dibolehkan selama tidak
terdapat dalil syar‘i yang melarangnya. Di samping itu, kaidah taqgrir nabi itu dapat dijadikan hujjah:
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Artinya: Persetujuan Nabi # merupakan hujjah (dalil) sebagaimana perkataan dan perbuatannya.

Kaidah ini menjadi landasan bahwa perolehan keuntungan dalam suatu akad harus sejalan
dengan kesiapan menanggung risiko secara proporsional. Prinsip-prinsip ushul tersebut membuka
ruang yang luas bagi pengembangan berbagai bentuk akad ekonomi yang inovatif dan responsif
terhadap kebutuhan zaman, tanpa harus keluar dari bingkai nilai-nilai syariah. Dengan demikian,
pendekatan ini menegaskan karakter hukum Islam yang dinamis, fleksibel, dan mampu beradaptasi
dengan perubahan sosial yang terus berlangsung. (Gustanto & Mubarok, 2023).

Namun demikian, perkembangan ekonomi modern menuntut reinterpretasi terhadap dasar
hukum klasik agar tetap relevan dengan konteks kekinian. Banyak lembaga keuangan syariah
mengadopsi akad mudharabah dan musyarakah dalam produk-produknya, tetapi sering kali
menghadapi tantangan dalam menjaga keaslian prinsip syariah di tengah tuntutan efisiensi dan
profitabilitas. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk kembali menelaah dasar hukumnya secara
mendalam melalui pendekatan Ushul Figh. Dengan demikian, kajian terhadap dalil dan manat al-
hukm menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan praktik ekonomi Islam yang
berkeadilan dan berlandaskan nash.
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Penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan pokok yang menjadi dasar analisis, yaitu:

1. Bagaimana hakikat pemahaman Al-Qur’an sebagai landasan hukum istinbat hukum?

2. Bagaimana hakikat pemahaman Hadis sebagai landasan hukum istinbat hukum?

3. Bagaimana landasan hukum akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Al-Qur’an dan Hadis

dengan Pendekatan Ustliyyah?

Bertolak dari latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan
pada kajian Ushul Figh terhadap landasan hukum akad mudharabah dan musyarakah yang
bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghadirkan
pemahaman yang utuh mengenai keterkaitan antara nash syar‘i dan rasionalitas hukum Islam dalam
praktik kegiatan ekonomi. Di samping itu, kajian ini ditujukan untuk memperkaya pengembangan
keilmuan figh muamalah serta memberikan sumbangan pemikiran bagi penguatan sistem ekonomi
Islam yang berlandaskan keadilan, partisipasi, dan kesesuaian dengan maqasid al-syari‘ah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan argumentasi teoritis, tetapi
juga pijakan metodologis bagi pengembangan hukum ekonomi Islam yang responsif terhadap
dinamika zaman. Kajian Ushul Figh atas mudharabah dan musyarakah menunjukkan bahwa syariat
memiliki kemampuan untuk menjawab kebutuhan manusia melalui prinsip universalnya, yaitu
keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat terus hidup
dan berkembang sebagai sistem yang relevan di setiap masa dan tempat.

Kajian Pustaka

Kajian-kajian mutakhir banyak mengkaji praktik serta konsekuensi penerapan akad mudharabah
dan musyarakah dalam sistem keuangan syariah, selain meninjaunya dari sudut pandang figh
muamalah. Sebagai contoh, sebuah penelitian normatif menegaskan bahwa landasan hukum
pembiayaan mudharabah dan musyarakah bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, dan ijma‘ (Latif, 2020).
Penelitian lain yang membandingkan konsep mudharabah dalam literatur klasik dengan
implementasinya di perbankan syariah mengungkap adanya perbedaan antara kerangka teoritis
klasik dan praktik kontemporer (Putra & Syahrial, 2024). Berbagai temuan tersebut memperlihatkan
bahwa kajian terhadap teks-teks klasik tetap memiliki signifikansi dalam menegaskan dasar
normatif dan memahami dinamika penerapan kedua akad tersebut.

Dari sisi klasik, ilmu Ushul Figh menyediakan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana
suatu akad muamalah dapat dikategorikan secara syar’i. Misalnya, kitab Al-Mustashfa min ‘llm
al-Ustl karya Imam Al-Ghazali menempatkan pembahasan tentang sumber hukum syar‘i, kaidah-
kaidah umum, dan metode istinbat(Ramlah, 2012). Dengan demikian, pemahaman terhadap dalalah
nash dan kaidah ushuliyyah menjadi penting untuk menjustifikasi kedua akad ini dalam konteks
hukum Islam. Selain literatur klasik, kajian terkini dalam figh muamalah juga menekankan
kebutuhan memasukkan prinsip-kaidah ushuliyyah ke dalam praktik ekonomi Syariah (Harahap,
2024). Sebagai contoh, artikel yang membahas figh muamalah menegaskan bahwa akad-akad seperti
mudharabah dan musyarakah “menjadi landasan utama bagi sistem bagi hasil yang membedakan
ekonomi Islam dari sistem kapitalis dan riba.”(Fattah & Muchlis, 2024). Kajian semacam ini
menunjukkan bahwa tidak hanya teks yang penting, tetapi juga bagaimana kerangka ushul figh dan
magqasid syari‘ah diaplikasikan dalam praktik keuangan kontemporer.

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, penelitian ini menempuh pendekatan integratif dengan
memadukan kajian teks klasik (kitab ushul dan fiqih) serta penelitian normatif dan empiris
kontemporer untuk menelaah landasan hukum mudharabah dan musyarakah. Pendekatan ini
diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana sumber
hokum Al-Qur’an dan Hadis dalam kerangka Ushul Figh memberikan legitimasi hukum bagi kedua
akad tersebut dalam praktik ekonomi Islam masa kini.

Kerangka Teoritik
Dalam perspektif Ushul Figh, penetapan hukum untuk setiap akad muamalah, termasuk
mudharabah dan musyarakah, dilakukan melalui proses istinbat al-hukm yang bersumber pada Al-
Qur’an dan Hadis. Kerangka teori ini menekankan bahwa nash syar‘i memiliki dua peran utama:
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memberikan petunjuk secara eksplisit (dalalah sarthah) dan menetapkan prinsip umum yang dapat
dikembangkan melalui kaidah rasional. Menurut Al-Ghazali dalam al-Mustashfa, proses istinbat
dilakukan dengan merujuk pada pemahaman maqasid al-syari‘ah, yang bertujuan untuk mencapai
kemaslahatan umat manusia (Hammad, 1987). Dalam konteks ini, ayat-ayat tentang kerja sama dan
keadilan ekonomi menjadi dasar konseptual bagi akad mudharabah dan musyarakah. Dengan
demikian, teori hukum Islam tidak hanya mengatur bentuk lahiriah akad, tetapi juga nilai keadilan
dan tanggung jawab sosial yang terkandung di dalamnya (Syufa’at, 2013).

Teori kedua yang dijadikan landasan adalah al-asl fi al-mu‘amalat al-ibahah, yaitu prinsip bahwa
hukum dasar setiap transaksi muamalah adalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang
mengharamkannya. Kaidah ini memungkinkan hukum Islam bersifat adaptif terhadap
perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah
menekankan bahwa hukum Islam bersifat muriinah (fleksibel), karena didasarkan pada pencapaian
kemaslahatan, bukan sekadar bentuk lahiriah. Dalam penerapannya pada mudharabah dan
musyarakah, prinsip ini menjadi fondasi bagi inovasi dan pengembangan akad kerja sama yang
relevan dengan praktik keuangan syariah modern. (Gustanto & Mubarok, 2023). Oleh karena itu,
kerangka teoritik ini menegaskan bahwa penetapan hukum kedua akad tersebut bersandar pada
prinsip kebolehan yang bersyarat, selama tidak melanggar nilai keadilan dan amanabh.

Selain itu, teori taqir nabi hujjah qouluhu wa fi'luhu menjadi landasan penting dalam penetapan
tanggung jawab dan distribusi keuntungan dalam akad kerja sama. Kaidah ini bermakna bahwa
“pengakuan atau legitimasi nabi itu dijadikan landasan hukum baik perkataan dan perbuatannya”,
sehingga menegaskan perilaku muamalah Maliyah Nabi itu dijadikan landasan pengambilan hukum
akad mudharabah. Dalam akad mudharababh, risiko kerugian modal ditanggung oleh pemilik modal,
sedangkan pengelola menanggung risiko berupa tenaga, waktu, dan usaha yang dikeluarkan.
Sementara itu, pada akad musyarakah, setiap pihak menanggung risiko kerugian sesuai dengan
proporsi modal yang mereka kontribusikan. (Haikal dkk., 2024).

Berdasarkan kerangka teori ini, penelitian menekankan bahwa Al-Qur’an dan Hadi$ berperan
sebagai sumber utama hukum (marja‘iyyah) yang menetapkan prinsip-prinsip umum, sedangkan
Ushul Figh berfungsi sebagai metode penalaran untuk menafsirkan dan menerapkan hukum
tersebut. Sinergi antara keduanya memungkinkan pemahaman hukum yang adaptif dan kontekstual
terhadap praktik ekonomi Islam (Qosim, 2022a). Pendekatan ini tidak hanya menegaskan legalitas
akad mudharabah dan musyarakah, tetapi juga menempatkannya dalam perspektif maqasid al-
syari‘ah, seperti pemeliharaan harta (hifz al-mal), tercapainya keadilan, dan terciptanya
kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, Ushul Figh menyediakan landasan ilmiah yang kuat
untuk menilai relevansi dan fleksibilitas hukum Islam dalam sistem ekonomi modern (Qoyum,
2018).

Penelitian Terdahulu

Pada tahun 2021, Rahmad Syahputra dalam penelitiannya berjudul The Effect of Mudharabah and
Musyarakah Financing Risks on The Profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia
menganalisis dampak pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank
syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua jenis pembiayaan tersebut
memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, meskipun efeknya berbeda; khususnya,
pembiayaan musyarakah justru memberikan pengaruh negatif. (Haikal dkk., 2024)

Pada tahun 2022, lan Rakhmawan Suherli dan rekan dalam studi The Implementation of the
Principle of Profit Sharing of Mudharabah and Musyarakah in The Realm of Community Economic
Development meneliti penerapan prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah dan musyarakah pada
level ekonomi masyarakat. Penelitian berbasis literatur ini menemukan bahwa kedua akad tersebut
memiliki potensi signifikan untuk mendorong pembangunan ekonomi produktif, meskipun
praktiknya masih terbatas oleh pemahaman publik dan regulasi yang belum optimal (Suherli dkk.,
2025).



5 - Analisis Ushul Figh Terhadap Dasar Hukum Mudharabah dalam Al-Qur’an dan Hadis

Selanjutnya, pada tahun 2023, Dimas Handoyo Putro dan kolega melalui penelitian
Contextualization of Ushul Figh in Muamalah and Modern Banking: Sharia Solutions in the Global
Economic System menelaah penerapan Ushul Figh dalam praktik perbankan syariah modern. Hasil
penelitian menekankan bahwa disiplin Ushul Figh berperan penting dalam menjaga stabilitas
keuangan syariah melalui prinsip-prinsip seperti larangan riba dan penekanan pada maslahat,
meskipun fokus Khusus terhadap akad mudharabah dan musyarakah belum dibahas secara
mendalam (Putro dkk., 2024).

Terakhir, pada tahun 2024, Dinda Ruliana Dewi dan Khusnudin dalam Financial Determinants of
Mudharabah and Musyarakah Financing: Empirical Insights from Indonesian Islamic Commercial
Banks meneliti faktor-faktor keuangan yang memengaruhi pembiayaan mudharabah dan
musyarakah di bank komersial syariah Indonesia. Analisis data panel menunjukkan bahwa BOPO
memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan tersebut, sedangkan ROA, CAR, dan NPF
memberikan pengaruh negatif terhadap penerapannya. (Dewi & Khusnudin, 2024).

Meskipun sejumlah penelitian empiris telah mengkaji aspek profitabilitas, partisipasi
masyarakat, dan determinan keuangan akad mudharabah dan musyarakah, masih terdapat
kekosongan penelitian dalam dua hal utama. Pertama, sedikit penelitian yang secara spesifik
menelaah landasan ushul figh (metodologi istinbat, kaidah, dalalah nash) dari kedua akad tersebut,
terutama dalam integrasi Al-Qur'an dan Hadi$ sebagai sumber hukum. Kedua, padahal banyak
penelitian empiris, jarang yang menghubungkan hasil empiris dengan analisis tekstual dan teoritik
ushuliyyah secara mendalam untuk menjelaskan legitimasi hukum akad dalam muamalah. Dengan
demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menfokuskan pada aspek ushul
figh sebagai basis normatif, bukan hanya berupa aplikasi praktis atau empiris.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada pemahaman mendalam
terhadap objek kajian. Data penelitian diperoleh melalui teknik studi literatur dan observasi,
kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi untuk mengidentifikasi pola, makna, dan
substansi yang relevan. Selanjutnya, keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi agar temuan
penelitian memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai. Melalui tahapan tersebut,
penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan deskripsi yang komprehensif, sistematis, dan
objektif mengenai objek yang menjadi fokus penelitian. (Novianti, 2021)

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengungkap bagaimana landasan ushul figh menegaskan legitimasi akad
mudharabah dan musyarakah melalui Al-Qur’an dan Hadits serta bagaimana kaidah ushul dan
realitas praksis saling berinteraksi. Data tekstual dari Al-Qur’an, hadis, dan literatur ushul figh dikaji
secara komprehensif untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.
Selanjutnya, hasil temuan dianalisis dalam bingkai kerangka teoritik yang telah disusun—yakni teori
istinbat, kaidah al-asl fi al-mu‘amalat al-ibahah dan taqir nabi hujjah qouluhu wa fi’luhu . Pembahasan
berikut memaparkan hasil untuk setiap pertanyaan penelitian secara mendalam, dilengkapi dialog
dengan penelitian terdahulu agar terlihat kemajuan serta kekurangan literatur sebelumnya.

Al-Quran sebagai sumber utama dan landasan pengambilan hukum

Menurut Abdul Wahab Khalaf dalam IImu Ushul Figh, pemahaman terhadap Al-Qur’an didasarkan
pada hakikat, tujuan, dan mekanisme pewahyuannya sebagai landasan teologis dan yuridis dalam
Islam. Secara esensial, Al-Qur’an adalah Qawlullah, firman Allah SWT, yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad # melalui Jibril (Rithul Amin), mengandung lafaz dan makna secara bersamaan dalam
bahasa Arab. Hal ini menjadikan kedudukan Al-Qur’an absolut, tidak terpisahkan dari aspek
kebahasaan yang menyertainya. Keistimewaan Al-Qur’an tidak hanya terletak pada isi substansinya,
tetapi juga pada fungsinya sebagai hujjah yang menegaskan kerasulan Nabi dan mendekatkan
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pembacanya kepada Allah, karena setiap huruf yang dibaca memiliki nilai pahala. Keautentikannya
bersifat qat’i, sebab mushhaf telah terjaga melalui transmisi tulisan dan hafalan secara mutawatir
sejak zaman Nabi hingga saat ini, dari Surah Al-Fatihah hingga An-Nas, tanpa perubahan sedikit pun.
Oleh karena itu, terjemahan dalam bahasa lain tidak dianggap sebagai Al-Qur’an dan tidak dapat
digunakan sebagai dalil syar’i atau bacaan sah dalam salat karena tidak memuat lafaz wahyu asli
(Wahab Khalaf, 1947).

Dalam perspektif Ushul Figh, Al-Qur'an berperan sebagai dalil syarl primer yang menjadi
landasan utama bagi penetapan hukum amaliah umat Islam. Sebagai dustir atau konstitusi, Al-
Qur’an memberikan pedoman menyeluruh bagi kehidupan manusia, dan semua nash-nya bersifat
gath’t al-wurtid melalui periwayatan mutawatir, sehingga otoritasnya tidak dapat digugat. Meski
demikian, makna yang terkandung tidak selalu bersifat mutlak; oleh karena itu, proses ijtihad tetap
relevan, memungkinkan perkembangan keilmuan hukum Islam seiring perubahan sosial. Dalam
kerangka ini, dalil Al-Qur’an dibagi menjadi dua kategori: nash qath’l dan nash zhanni. Nash qath’t
memiliki makna tunggal yang tidak memungkinkan penafsiran alternatif, misalnya hukum warisan
atau hukuman bagi pezina. Sebaliknya, nash zhanni bersifat multitafsir karena lafaznya bersifat
umum, mutlak, atau musytarak, sehingga membuka ruang bagi perbedaan interpretasi, contohnya
pada ayat yang membahas masa ‘iddah (Wahab Khalaf, 1947).

Lebih jauh, struktur hukum dalam Al-Qur’an mencerminkan komprehensivitas ajarannya melalui
tiga kategori pokok hukum: hukum i‘tigadiah, hukum khulgiah, dan hukum amaliah. Hukum
i'tigadiah mengatur keyakinan pokok mukallaf terhadap Allah SWT, Malaikat, Kitab, Rasul, dan Hari
Akhir; hukum khulgiah mengatur pembentukan akhlak mulia dan penghindaran sifat tercela;
sedangkan hukum amaliah mengatur perbuatan, ucapan, transaksi, dan hubungan sosial mukallaf. Di
dalam hukum amaliah terdapat dua kawasan besar: hukum ibadah yang mengatur relasi vertikal
manusia dengan Allah, seperti salat dan puasa, serta hukum mu‘amalat yang mengatur relasi
horisontal antarmanusia mencakup perdata, pidana, keluarga, konstitusi, dan hukum internasional.
Al-Qur'an umumnya memberikan prinsip-prinsip dasar bagi hukum mu‘amalat tanpa merinci
seluruh aspek teknisnya, sehingga ulama mengembangkan penafsiran dan metodologi istinbat
hukum seiring berkembangnya realitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa struktur normatif Al-
Qur’an bersifat stabil sekaligus elastis: stabil pada wilayah ‘aqidah dan akhlak, namun adaptif pada
wilayah mu‘amalat melalui proses interpretasi hukum yang berkelanjutan (Wahab Khalaf, 1947).

Hadits sebagai sumber kedua dan landasan atas hukum

Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Wajiz fi Ushul al-Figh, Hadi$ atau hadis menempati
posisi yang sangat penting sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur’an. Dalam kerangka Ushul
Figh, Had1$ berperan sebagai dalil syar’i yang wajib ditaati (wajib al-ittiba‘), karena mengandung
unsur pensyariatan dan teladan (al-tashri‘wa al-iqtida’) bagi seluruh umat Islam. Kewenangan Hadis
bersifat mengikat, sebab setiap perkataan, tindakan, maupun persetujuan Nabi *# terkait langsung
dengan penyampaian risalah Allah SWT dan penjelasan hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an.
Dengan demikian, Hadis bukan sekadar pelengkap warisan kenabian, melainkan fondasi normatif
utama yang memastikan bahwa praktik keagamaan maupun kehidupan sosial umat Islam senantiasa
sesuai dengan arahan wahyu (Zuhayli, 1994).

Secara terminologis, Hadis mencakup seluruh tindakan Nabi ¥ yang berkaitan dengan perilaku
legislatif. Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengelompokkan Hadis ke dalam tiga bentuk utama: Hadis
Qauliyyah, yaitu ucapan Nabi # yang berisi ketentuan, nasihat, atau penetapan hukum; Hadis
Fi'liyyah yang terdiri dari seluruh tindakan Rasul % seperti pelaksanaan ritual ibadah, manasik haji,
dan adab-adab syariat; serta Hadi$ Taqririyyah yang mencakup persetujuan Nabi ¥ terhadap
tindakan atau ucapan para sahabat melalui sikap diam, pujian, atau penegasan. Hadis Taqririyyah
menunjukkan bahwa suatu tindakan dapat disahkan secara hukum meskipun Nabi # tidak
menunjukkannya secara langsung, sehingga otoritasnya setara dengan Hadis Qauliyyah dan
Fi‘liyyah. Ketiga bentuk ini menunjukkan bahwa praktik keagamaan umat Islam harus merujuk pada
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interaksi komprehensif antara ucapan, perbuatan, dan persetujuan Rasul, bukan pada salah satunya
secara terpisah (Zuhayli, 1994).

Dari perspektif periwayatan, tingkat otoritas Hadi$ bervariasi tergantung pada jumlah perawi
dalam setiap tingkatan sanad. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Hadi$ diklasifikasikan ke dalam
tiga kategori berdasarkan kepastian periwayatannya: Mutawatir, Mashhirah, dan Ahad. Hadis
Mutawatir memiliki tingkat otoritas tertinggi karena diriwayatkan oleh banyak perawi di setiap
generasi, sehingga kemungkinan bersepakat untuk berdusta sangat kecil, sehingga kebenarannya
bersifat pasti (qat7). Hadis Mashhiirah menempati posisi menengah karena awalnya diriwayatkan
oleh sedikit perawi, tetapi kemudian menjadi terkenal (masyhur) pada generasi berikutnya, sehingga
memberikan dugaan kuat (zann ghalib). Sementara itu, Hadis Ahad hanya diriwayatkan oleh satu
atau beberapa perawi pada setiap generasi dan tidak mencapai status Mashhiirah. Meskipun tidak
memberikan kepastian mutlak, sebagian besar ulama tetap menjadikan Hadis Ahad sebagai dasar
hukum karena memiliki tingkat kebenaran yang memadai untuk dijadikan sumber istinbat (Zuhayli,
1994).

Fungsi Hadi$ dalam kaitannya dengan Al-Qur’an mencerminkan hubungan epistemologis yang
saling menguatkan antara dua sumber hukum utama Islam. Hadi$ tidak hanya memperkuat
ketentuan Al-Qur’an (taqrir), tetapi juga memberi penjelasan rinci terhadap ayat-ayat yang bersifat
umum atau global (tabyin). Sebagai contoh, kewajiban salat dan zakat diperintahkan dalam Al-
Qur’an secara umum, tetapi struktur teknis pelaksanaannya—mulai dari rukun, syarat, waktu,
hingga tata cara fisik—diperinci melalui Hadis. Selain itu, Had1i$ juga dapat menetapkan hukum-
hukum baru (istinbat al-ahkam) yang tidak disebutkan dalam Al-Qur’an, dan ketetapan tersebut
wajib ditaati selama benar-benar bersumber dari Nabi #. Dengan demikian, Hadi$ tidak hanya
berperan sebagai penjelas ayat-ayat Al-Qur’an, tetapi juga berfungsi sebagai sumber legislasi
independen yang memiliki otoritas normatif yang mengikat (Zuhayli, 1994).

Namun demikian, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa tidak semua tindakan Nabi %
termasuk Hadis yang bermakna pensyariatan. Diperlukan pembedaan yang ketat antara tindakan
Nabi # yang bersifat tabi‘ah insaniyyah (kebiasaan manusiawi) dan khibrah dunyawiyyah
(pengalaman duniawi), serta tindakan yang bermuatan syariat. Perbuatan Nabi seperti gaya makan,
cara tidur, atau kebiasaan fisik tidak bersifat mengikat secara hukum, demikian pula pengalaman
beliau dalam bidang pertanian, perdagangan, atau strategi perang yang didasarkan pada pengalaman
empiris manusia. Oleh karena itu, tidak semua tindakan Nabi dapat dijadikan dasar hukum tanpa
analisis metodologis. Prinsip ini mengarahkan bahwa Hadis yang berlaku sebagai dalil syariat harus
dibedakan dari perbuatan yang sekadar mencerminkan kemanusiaan beliau, sehingga hukum Islam
dapat diterapkan secara tepat tanpa mengabaikan esensi syariat maupun realitas sosial umat
(Zuhayli, 1994).

Landasan Hukum Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Al-Qur’an dan Hadis dengan
Pendekatan Usiiliyyah
a. Pemahaman Al-Qur’an terhadap Mudharabah

Al-Qur’an tidak secara spesifik menyebut istilah "mudharabah” (4:_l=<) dalam konteks akad bagi
hasil modal-usaha. Namun, banyak ulama menafsirkan bahwa prinsip kerjasama antara shahib al-
mal atau pemilik modal dengan mudharib atau pengelola usaha sudah tercakup dalam ayat-ayat
umum yang menyebutkan aktivitas usaha, dagang, dan bagi hasil. Sebagai contoh, penelitian Siregar
(2020) mencatat bahwa ayat QS al-Bagarah: 275-279 dan QS al-Muzammil: 20 dipahami sebagai
salah satu dasar syar’i bagi akad mudharabah (Siregar, 2020).

Dalam ayat QS al-Muzammil ayat 20:
& A Jad G (5855 o VT B G5 ki (30805 3

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” — lafaz
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“yadribiina” ((si<a) secara bahasa berarti “berjalan, berjalan ke luar (untuk berdagang)”. Ulama
bahasa menyebutkan bahwa akar kata /d-r-b/ dalam konteks ekonomi menyiratkan “perjalanan
untuk berdagang”. Dengan demikian ayat ini diinterpretasikan sebagai pembenaran syariat atas
aktivitas usaha dan kerjasama ekonomi. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan landasan
bagi mudharabah lewat makna ekonomi modal-kerja. Literatur tafsir menunjukkan bahwa lafaz ini
bersifat umum dan memerlukan penafsiran kontekstual agar bisa dijadikan dasar hukum konkret
(Siregar, 2020).

Metode istinbat dari sudut ushil figh mengakui bahwa ayat yang bersifat umum (‘am) dapat
ditarik hukum khusus dengan qiyas atau kaidah-kaidah ushil, selama tidak bertentangan dengan
nash lain yang eksklusif (khass). Artikel oleh Mudawam (2021) menegaskan bahwa dalam ushil figh,
penggunaan nash umum dalam mu‘amalat menuntut analisis makna lafaz, konteks, dan tujuan
syariah (maqasid al-syari‘ah) (Mudawam, 2021). Dengan demikian, pemahaman Al-Qur’an terhadap
mudharabah tidak hanya melihat lafaz literal tetapi juga analisis makna dan konteks yang
mendukung akad modal-usaha. Hal ini sesuai dengan kaidah ushil figh: “al-asl fi al-mu‘amalat al-
ibahah hatta yadulla dalilun ‘ala tahrimiha” (asas hukum mu‘amalat adalah boleh hingga ada dalil
yang melarang) (1902 ,~blill), Ayat-ayat umum seperti “berjalan di muka bumi mencari karunia
Allah” memberikan indikasi kebolehan (ibahah) kerjasama ekonomi (Mudawam, 2021).

Sebagian ulama kontemporer, seperti [Imi (2023), menyoroti bahwa interpretasi ayat-ayat umum
ini harus dilengkapi dengan kontekstualisasi terhadap praktik ekonomi modern sehingga nash
Qur’an dapat diaplikasikan sebagai dasar akad seperti mudharabah. Dalam hal ini, penelitian Haedar
(2025) menunjukkan bahwa meskipun ayat-ayat Qur'an memberikan landasan, praktisi lembaga
keuangan syariah masih menghadapi tantangan dalam menyelaraskan nisbah bagi hasil, pembagian
risiko, dan implementasi akad yang sesuai Syariah (Haedar dkk., 2025).

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa ada tiga kondisi istinbat dari nash Qur’an untuk
mudharabah: (a) lafaz umum yang mencakup aktivitas usaha dan kerjasama modal-kerja, (b) makna
ekonomi dan modal yang tersirat dalam lafaz perdagangan, (c) kaidah ushiil yang memungkinkan
pengambilan hukum dari nash umum. Dengan merujuk nash tersebut, akad mudharabah
memperoleh legitimasi syar’i sebagai bentuk kerja sama modal-usaha. Pembahasan lebih lanjut
menunjukkan bahwa pemahaman Al-Qur’an terkait mudharabah memiliki implikasi berikut: (i) akad
mudharabah harus memuat unsur modal dan usaha, (ii) pembagian keuntungan harus berdasarkan
kesepakatan (nisbah) dan bukan bunga tetap, (iii) kerugian ditanggung pemilik modal jika pengelola
tidak lalai — sesuai dengan makna modal-kerja. Hal ini penting agar akad tidak melanggar prinsip
syariah yang tercermin dalam nash Qur’an (Siregar, 2020).

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa hakikat pemahaman Al-Qur’an terhadap
mudharabah adalah akad yang dibolehkan oleh syariat karena adanya keumuman dalil yang dimuat
dalam Al-Quran.

b. Pemahaman Hadits terhadap Akad Mudharabah: Persetujuan Nabi sebagai Dasar
Hujjah
Salah satu hadits paling sering dikutip dalam konteks mudharabah yaitu:
V5 bl 45 0358 V5 550 4 Alg ¥ amlia e i) 4550as YU i3 13) clladll e 5 guliadl G806 Gl i e
SEPUIIEESY NESH S IE R S SRSy

Hadis ini diriwayatkan dari Al-‘Abbas bin ‘Abdul Muttalib, yang menitipkan hartanya melalui akad
mudharabah dengan ketentuan bahwa pengelola tidak boleh menyeberangi laut, menuruni lembabh,
atau membeli hewan ternak. Jika syarat-syarat tersebut dilanggar, kerugian menjadi tanggung jawab
pengelola. Saat persyaratan ini dikonsultasikan kepada Nabi ¥, beliau memberikan persetujuan
(ajazahu) (Qosim, 2022b). Peristiwa ini menjadi contoh nyata dari taqrir Nabi terhadap praktik
mudharabah, yang menegaskan pengakuan beliau terhadap transaksi tersebut sekaligus
menetapkan pedoman syariah dalam pelaksanaannya.(Zulbaidah dkk., 2025)
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Secara historis, praktik mudharabah berakar pada ‘urf pra-Islam. Bentuk kerja sama antara
pemilik modal dan penyedia tenaga kerja telah dikenal luas di kalangan masyarakat Arab sebelum
datangnya Islam. Ketika Islam hadir, praktik tersebut tidak dihapuskan, melainkan disempurnakan
dan dilegitimasi melalui persetujuan Nabi ¥ (taqrir). Hal ini menunjukkan bahwa ‘urf yang tidak
bertentangan dengan maqasid al-shari‘ah dapat diakomodasi dalam sistem hukum Islam. Dengan
demikian, mudharabah menjadi contoh konkret bagaimana kebiasaan ekonomi diterima, diatur, dan
diberi batasan normatif oleh hukum Islam

Hadits tersebut juga disebut dalam fatwa DSN-MUI sebagai dasar syariah mudharabah (Fatwa
DSN MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), 2020). Pengakuan Nabi atas syarat-syarat yang
diajukan Al-‘Abbas menunjukkan bahwa dalam perspektif ushul figh, bentuk persetujuan ini
memiliki status hukum yang setara dengan gawl (ucapan) dan fil (perbuatan) Nabi. Hal ini
menguatkan argumentasi bahwa taqrir adalah salah satu sumber hukum dalam transaksi mu‘amalat,
termasuk mudharabah. Selain itu, terdapat hadis riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib yang
menyebutkan: “Tiga hal mengandung berkah: jual beli secara tangguhan, muqaradhah
(mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar untuk keperluan rumah
tangga, bukan untuk dijual.” Hadis ini menegaskan bahwa mudharabah bukan sekadar transaksi
ekonomi biasa, tetapi merupakan aktivitas yang membawa keberkahan menurut Nabi (Diah &
Zulhamdi, 2022). Penelitian oleh Arief (2024) menekankan bahwa hadis ini mendorong praktik
mu‘amalah produktif yang berbasis kepercayaan dan modal, sehingga menjadi pijakan normatif
dalam pengembangan ekonomi Syariah (Arief dkk., 2024).

Dari sudut ushul figh, taqrir merupakan dalil yang sah jika persetujuan Nabi berlangsung secara
nyata dan tidak ada penolakan atas tindakan tersebut (Hani Sholihah, 2023). Dalam konteks ini,
persetujuan Nabi atas akad mudharabah yang diajukan Al-‘Abbas termasuk kategori taqrir yang
memiliki konsekuensi hukum. Ulama ushul seperti Syams al-Din al-Subki dan lainnya menegaskan
bahwa taqrir Nabi terhadap suatu tindakan sahabat (selama tidak bertentangan dengan syariah) bisa
dijadikan hujjah syar’i (Yusuf, 2016).

Penelitian Zahrul Mubarrak (2023) dalam Takhrij Hadist Tentang Musyarakah dan Mudharabah
mengungkapkan bahwa sejumlah riwayat mudharabah bercorak taqrir dari Nabi memiliki derajat
sanad yang berbeda-beda, dan beberapa ulama mengkritik kekuatan beberapa riwayat tersebut
(Mubarrak, 2023). Hal ini menimbulkan tantangan metodologis dalam istinbat: yakni bagaimana
menilai validitas taqrir sebagai dasar hukum jika sanadnya lemah atau asalnya tidak mutawatir.
Namun, meskipun terdapat kritik terhadap sebagian sanad, mayoritas ulama fikih menyepakati
hukum mudharabah berdasarkan taqrir Nabi, karena persetujuan Nabi dianggap sebagai bentuk
rekognisi syariah atas akad tersebut (Sutoyo, 2016). Misalnya, dalam kitab figih klasik disebutkan
bahwa taqrir Nabi memberikan legitimasi syariah terhadap jenis-jenis mu‘amalah yang sudah
populer di kalangan sahabat, termasuk mudharabah (Mursid dkk., 2023).

Mazhab Hanbali dan madzhab lain juga merujuk kepada tafsiran hadits ini ketika membahas jenis
mudharabah muqayyadah — yaitu akad yang dibatasi oleh syarat-syarat tertentu. Modul sertifikasi
akad syariah menjelaskan bahwa ada dua jenis mudharabah: muthlaq (bebas) dan mugayyadah
(terikat dengan syarat), dan persetujuan Nabi atas syarat Al-‘Abbas dianggap sebagai landasan
syariah untuk mudharabah muqayyadah (Taufiqurrohman & Muhris, 2025).

Lebih jauh, kajian kontemporer seperti oleh Igbal (2021) dalam jurnal Velocity menyebut bahwa
praktik mudharabah pada masa Nabi dan sahabat tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga
operasional — Nabi # ikut menyetujui pengaturan risiko dan syarat usaha dalam transaksi keuangan
tersebut.* Ini menguatkan bahwa hadits taqrir tidak sekadar simbolik, tetapi menjadi pedoman
nyata dalam struktur akad mudharabah (Igbal, 2021).

Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat pemahaman hadits terkait
mudharabah dalam perspektif ushul figh adalah bahwa taqrir Nabi merupakan hujjah syariah
penting: persetujuan beliau terhadap syarat-syarat tertentu dalam mudharabah menunjukkan
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bahwa beliau tidak hanya menerima bentuk akad ini, tetapi juga menetapkan batasan agar akad tetap
sesuai prinsip syariah, dan hadits ini juga menjadi landasan hukum dan penjelas dari keumuman
dalil pada Al-Quran. Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa lembaga keuangan syariah yang
menggunakan akad mudharabah harus memperhatikan aspek syarat dan risiko sesuai dengan
preseden yang disetujui Nabi #. Dengan mengacu pada taqrir nabi, pengaturan nisbah, pembatasan
kondisi usaha, dan penanggung jawab risiko menjadi elemen penting dalam penyusunan akad
modern agar memenuhi kerangka syariah klasik yang diizinkan oleh Nabi.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa istinbat hukum akad mudharabah dalam perspektif
ushul figh dapat dipahami melalui pendekatan integratif antara dalalah Al-Qur’an dan Hadis$ secara
sistematis. Pertama, pemahaman Al-Qur’an terhadap mudharabah tidak semata-mata berdasar lafaz
eksplisit, melainkan melalui dalalah umum (‘am), dalalah lafziyyah, dan dalalah isyarah yang
menegaskan kebolehan kegiatan ekonomi, seperti yang tercermin dalam QS. al-Muzzammil: 20. Kedua,
Hadi$ memperlihatkan bahwa hadis-hadis taqrir Nabi mengenai praktik mudharabah pada masa
Jahiliyah dan sahabat memberikan legitimasi hukum melalui persetujuan Nabi #, sehingga
menetapkan akad ini sebagai ibahah (diperbolehkan) dan sah secara syar‘i. Ketiga, penerapan kaidah
ushul figh, termasuk giyas dan maqasid al-syari‘ah, menunjukkan bahwa mudharabah selaras dengan
prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) dan tanmiyat al-mal (pengembangan harta), sesuai tujuan
syariat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan istinbat Al-Qur’an dan Hadi$ sebagai dua lapis
legitimasi hukum yang saling melengkapi. Tidak hanya menekankan dalalah tafsiri dari ayat-ayat
umum, penelitian ini juga menegaskan bahwa hadis taqrir merupakan mekanisme sistematis untuk
mengonversi ayat mujmal menjadi hukum amaliah dalam praktik ekonomi. Dengan demikian,
mudharabah dapat dipahami sebagai akad yang bersumber dari: (1) dalalah umum Al-Qur’an, (2)
taqrir Hadis sebagai otoritas hukum kedua, dan (3) kaidah ushul figh yang menempatkan akad
ekonomi dalam status ibahah sampai ada dalil pengharaman.

Berdasarkan temuan tersebut, saran penelitian diarahkan pada langkah praktis. Pertama,
akademisi figh muamalah sebaiknya memperluas Kkajian istinbat berbasis maqasid agar
pengembangan akad modern tetap berakar pada prinsip syar‘i sekaligus kontekstual. Kedua, lembaga
keuangan syariah dianjurkan memperkuat penerapan akad mudharabah sesuai struktur hukum
klasik, terutama terkait pembagian risiko dan kepastian syarat akad, agar sejalan dengan praktik Hadis
taqririyyah dan mengurangi unsur gharar. Ketiga, regulator dapat mempertimbangkan regulasi
berbasis maqasid untuk produk keuangan mudharabah guna meningkatkan stabilitas, keadilan, dan
pemerataan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menutup celah akademik, tetapi
juga menawarkan panduan normatif bagi praktik ekonomi syariah kontemporer.
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